
 

 

 
 

PETINGGI KARANGGONDANG 
KABUPATEN JEPARA 

 
PERATURAN DESA KARANGGONDANG 

NOMOR 1 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2021 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PETINGGI KARANGGONDANG, 
 

Menimbang :  a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud 
dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka 
dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
masyarakat Desa;  

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang 
disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan 
pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan 
pelaksanaanya;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang 
Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 



 

 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6321); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5864); 

9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 611); 

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 /PMK.07/2020 tentang 
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 /PMK.07/2020 



 

 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 718); 

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa 
Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2020 Nomor 6); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2015 Nomor 9); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 7); 

17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59); 

18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan 
Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62); 

19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang 
Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah 
Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74); 

20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang 
Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati 
Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana 
Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41); 

21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Petunjuk 
Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 
2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 63); 

22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 
Nomor 64); 

23. Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2020 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Jepara Nomor 54 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 54). 



 

 

24. Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara 
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di 
Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 7); 

25. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8); 

 
Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGGONDANG 
dan 

PETINGGI KARANGGONDANG 
 

MEMUTUSKAN: 
 
 

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
KARANGGONDANG TAHUN ANGGARAN 2021 

 
 
 

Pasal 1  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 
dengan rincian sebagai berikut: 
1. Pendapatan Desa Rp. 5.868.734.000 

 
2. Belanja Desa  

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 1.640.869.903 
b.  Bidang Pembangunan Desa  Rp. 3.378.273.750 
c.  Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp.    122.000.000 
d.  Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp.      46.700.000 
e.  Bidang Penanggulangan Bencana,  

Darurat dan Mendesak Desa Rp.    710.347.500 
Jumlah Belanja Rp. 5.898.191.153 
Surplus/Defisit Rp.      29.457.153 
 = = = = = = = = = = 

 
3. Pembiayaan Desa  

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.        29.457.153 
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.                       0 

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp.        29.457.153 
        

Pasal 2 
Uraian lebih lanjut mengenai  hasil pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, 
tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari: 
a. Lampiran I : Laporan Keuangan; 
   1. laporan realisasi APBDesa; dan 
   2. catatan atas laporan keuangan; 
b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari –  
   31Desember Tahun Anggaran 2021; 
c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan  
 program lainnya yang masuk ke Desa. 

 
 
 



 

 

Pasal 3 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 
 

Pasal 4 
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa. 
 

Ditetapkan di Karanggondang 
pada tanggal 1 Februari 2022 

    
PETINGGI KARANGGONDANG 
 
 
 
 
 
ALI RONZI ACH 

 
Diundangkan di Karanggondang 
pada tanggal 1 Februari 2022 
CARIK KARANGGONDANG 
 
 
 
 
 
KATIYONO 
LEMBARAN DESA KARANGGONDANG TAHUN 2022 NOMOR 1 
 
Noreg Peraturan Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara 
: 117/Karanggondang/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Lampiran I Peraturan Desa … 
Nomor     : ......... 
Tentang   : Laporan Pertanggungjawaban 

Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 
2021 

 
1. Lap. Keuangan Cetakan siskeudes : 

menu pelaporan à pembukuan à lap. Realisasi APBDesa; 
 à lap. Realisasi Anggaran Desa; 
 

2. CALK (manual)  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Lampiran II Peraturan Desa … 
Nomor     : ......... 
Tentang   : Laporan Pertanggungjawaban 

Realisasi APBDesa Tahun 
Anggaran 2021 

 
 

Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember 
Tahun Anggaran 2021; 

 
 

Cetakan siskeudes: 
menu pelaporan à pembukuan à lap. Realisasi Anggaran Desa per kegiatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran III Peraturan Desa 
Karanggondang 
Nomor     : 1 Tahun 2022 
Tentang   : Laporan Pertanggungjawaban 

Realisasi APBDesa Tahun 
Anggaran 2021 

 

 

LAPORAN KEKAYAAN  MILIK  DESA 

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 

 

URAIAN TAHUN N  

(Tahun Periode 
Pelaporan) 

TAHUN N-1 

(Tahun 
Sebelumnya) 

I. ASET DESA 
A. ASET LANCAR 

1. Kas Desa 
a. Uang kas di Bendahara Desa 
b. Rekening Kas Desa 

 
 
 
 
Rp. 84.998.729 

 
 
 
 
Rp. 29.457.153 

2. Piutang 
a. Piutang Sewa Tanah 
b. Piutang Sewa Gedung 
c. dst...... 

  

3. Persediaan  
a. Kertas Segel 
b. Materai 
c. dst...... 

  

JUMLAH ASET LANCAR Rp. 84.998.729 Rp. 29.457.153 

 

B. ASET TIDAK LANCAR 
1. Investasi Permanen 

- Penyertaan Modal Pemerintah Desa 

  

2. Aset Tetap 
- Tanah 
- Peralatan dan Mesin 
- Kendaraan 
- Gedung dan bangunan 
- Jalan, Jaringan dan Instalasi 
- Jembatan 
- Irigasi/Embung/Drainase 
- Jaringan/Instalasi 

 
Rp.44.430.000.000 
Rp.    126.625.000 
Rp.      31.813.965 
Rp.  1.550.000.000 
Rp.13.086.250.000 
Rp.    204.500.000 
Rp.  2.635.857.000 

 
Rp.42.790.000.000 
Rp.       92.175.000 
Rp.       25.000.000 
Rp.  1.039.000.000 
Rp.11.840.588.000 
Rp.     170.000.000 
Rp.  1.130.000.000 

3. Dana Cadangan 
- Dana Cadangan 

4. Aset tidak lancar Lainnya 

  

   

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR Rp.62.065.045.965 Rp.57.086.763.000 
JUMLAH ASET   (A + B) Rp.62.150.044.694 Rp.57.116.220.153 

II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK   



 

 

     JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK   

   

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH( I – II ) Rp.62.150.044.694 Rp.57.116.220.153 

   

 
 

PETINGGI KARANGGONDANG 
 
 
 
 
ALI RONZI ACH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA 

Tanggal :        Januari 

Desa : Karanggondang 

Kecamatan : Mlonggo 

Kabupaten : Jepara 

 

No. Jenis 
Kegiatan 

Lokasi 
Kegiatan 

Rincian 
Kegiatan Volume Satuan Sumber 

Dana 
Jumlah 

(Rp) 

   NIHIL             

                

                

                

        

        

        

        

        

        

     

 

PETINGGI 
KARANGGONDANG 

  
       
       

     
ALI RONZI ACH 

 
 


